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A B S T R ACT 
This study highlights the importance of election supervision from a political and 
administrative law perspective to prevent delegitimization of the election process 
and results, and to anticipate violations in an integrated manner. The focus of 
the study is the supervision carried out by the Banten Province Bawaslu on 
findings and reports of violations in the 2024 pre-election, based on Bawaslu 
Regulation Number 7 of 2022. This study uses Supervision Theory and Law 
Enforcement Theory, with qualitative methods and an empirical legal approach. 
The results of the study show that Bawaslu has carried out supervision of the 
2024 election, despite facing obstacles, such as the limited number of 
supervisors, the short time to handle violations, and the limited quality of human 
resources. Based on Article 92 of Law Number 7 of 2017, the number of Bawaslu 
members at each level is still minimal, with only 5 to 7 people at the provincial 
level. Administrative violations dominate with 8 cases, such as the installation 
of campaign equipment in prohibited places, the use of government facilities, 
places of worship, and government offices for campaigns. In addition, 2 cases of 
criminal violations in the form of money politics, 5 cases of violations of the code 
of ethics, and 7 other violations of the law were found. In conclusion, despite 
implementing Perbawaslu Number 7 of 2022, the Banten Province Bawaslu still 
faces various obstacles. This study recommends increasing the role of 
institutions, harmonizing regulations between the KPU and Bawaslu, and 
adding human resources to strengthen supervision of election violations. 
 
A B S T R A K 
Penelitian ini menyoroti pentingnya pengawasan pemilu dalam 
perspektif politik dan hukum administrasi untuk mencegah delegitimasi 
proses dan hasil pemilu, serta mengantisipasi pelanggaran secara 
terpadu. Fokus kajiannya adalah pengawasan yang dilakukan Bawaslu 
Provinsi Banten terhadap temuan dan laporan pelanggaran pada pra-
pemilu 2024, berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022. 
Penelitian ini menggunakan Teori Pengawasan dan Teori Penegakan 
Hukum, dengan metode kualitatif dan pendekatan yuridis empiris. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu telah melaksanakan 
pengawasan pemilu 2024, meskipun menghadapi kendala, seperti 
keterbatasan jumlah pengawas, waktu penanganan pelanggaran yang 
singkat, dan kualitas sumber daya manusia yang terbatas. Berdasarkan 
Pasal 92 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jumlah anggota Bawaslu 
di setiap tingkatan masih minim, dengan hanya 5 hingga 7 orang di 
tingkat provinsi. Pelanggaran administrasi mendominasi dengan 8 
kasus, seperti pemasangan alat peraga kampanye di tempat terlarang, 
penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan kantor 
pemerintahan untuk kampanye. Selain itu, ditemukan 2 kasus 
pelanggaran pidana berupa politik uang, 5 kasus pelanggaran kode etik, 
dan 7 pelanggaran hukum lainnya.Kesimpulannya, meskipun telah 
mengimplementasikan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022, Bawaslu 
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Provinsi Banten masih menghadapi berbagai hambatan. Penelitian ini 
merekomendasikan peningkatan peran kelembagaan, harmonisasi 
regulasi antara KPU dan Bawaslu, serta penambahan sumber daya 
manusia guna memperkuat pengawasan pelanggaran pemilu. 

	

	
I. PENDAHULUAN 

Pemilihan umum yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali baik itu Pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden, Pileg maupun Pilkada di daerah merupakan wujud 
dari penyelenggaraan pemilu serentak. Melalui pemilu, masyarakat memilih para 
pemimpin bangsa yang akan menjadi wakil rakyat nantinya baik di pusat maupun 
daerah. Keberhasilan pemilu juga menjadi cerminan tercapai atau tidaknya praktik 
demokrasi sesungguhnya di suatu negara. Terkait hal tersebut, persoalan yang 
sangat klasik dari penyelenggaraan pemilu selalu saja terjadi, yakni pelanggaran-
pelanggaran yang ada dalam pemilu. Hampir di setiap penyelenggaraan pemilu 
selalu terdapat dugaan dan temuan berupa pelanggaran-pelanggaran dalam 
pemilu. Hal tersebut terjadi di setiap tingkatan pemilu mulai dari pemilu daerah 
sampai tingkatan nasional. Persoalan inilah yang selalu diupayakan untuk diatasi 
oleh penyelenggara pemilu.1  

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 
14/PUUXI/2013 memerintahkan pelaksanaan pemilihan umum serentak pada 
tahun 2019, landasan hukum pelaksanaan pemilu 2019 diatur dalam Undang 
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada siklus pemilu berikutnya pada 
pemilu 2024 disebabkan tidak adanya revisi Undang Undang Pemilu, maka 
dipastikan bahwa pemilu Indinesia tahun 2024 masih menggunakan Undang 
Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai landasan hukum pelaksanaan pemilu tahun 
2024. Desain pemilu serentak tahun 2019 selanjutnya memilih Presiden dan Wakil 
Presiden dan memilih DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 
secara bersamaan. Konsekuensi dari pemilu serentak tersebut telah melahirkan 
kerumitan memilih bagi pemilih dan juga terjadinya beban berat dalam 
mengerjakan administrasi pemilu bagi penyelenggara pemilu mulai dari 
pemungutan dan penghitungan suara sampai saat proses rekapitulasi hasil 
penghitungan suara. Salah satu kerumitan pemilih yakni dengan memilih 
menggunakan 5 (lima) jenis surat suara TPS saat pemungutan suara.2 

Di Indonesia, dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, 
Konstitusi telah mengamanatkan sejumlah asas yang mengikat keseluruhan 

 
1 Ahmad Jukari, “Perkembangan Sistem Pengawasan Pemilu Di Indonesia”, Jurnal Politik Walisongo, 

Volume 3, Nomor 1, 2021, DOI: https://doi.org/10.21580/jpw.v3i1.8791,  hlm. 1. 
2 Abdul Kahar Muzakkir, Muhammad Alhamid, dan Gustiana Kambo, “Pembatalan Pembahasan 

Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Keterkaitannya Pada Pemilihan 
Umum Tahun 2024”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 1, 2021, DOI: 
https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.560, hlm. 56 

https://doi.org/10.21580/jpw.v3i1.8791
https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i1.560
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prosesnya dan semua pihak yang terlibat di dalamnya.3 Baik itu penyelenggara 
pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu. 
Penyelenggaraan pemilu di Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) sebagai pelaksana tekhnis, Badan Pengawas Pemilihan Umum 
(Bawaslu) sebagai pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilu (DKPP) sebagai penegak etik penyelenggara pemilu4 berdasarkan 
putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11/PUU-VIII/2010.5  

Keberadaan pengawas pemilu dalam tinjauan politik dan hukum 
administrasi, bersifat penting untuk menghindari delegitimasi terhadap proses 
dan hasil pelaksanaan pemilu, serta antisipasi perkembangan berbagai tindak 
pelanggaran kepemiluan berdasarkan tata hukum secara terpadu dan 
menyeluruh, guna perkuatan kepercayaan masyarakat ditengah-tengah berbagai 
permasalahan implementasi sistem kepemiluan.6 

Pengawasan pemilu yang berkualitas dipandang sebagai salah satu faktor 
untuk mewujudkan pemilu yang bersih, jujur dan adil dalam sebuah 
pemerintahan negara yang demokratis. Pengawasan pemilu juga menjadi salah 
satu penjamin proses pemilu dapat terlaksana dengan baik. Pembentukan 
Bawaslu sebagai lembaga formal yang bertugas mengawasi penyelenggaraan 
pemilu tidak lepas dari kehendak masyarakat di Indonesia untuk mewujudkan 
pesta demokrasi yang berjalan dengan tanpa kecurangan sebagaimana asas-asas 
yang telah diamanatkan dalam UUD NRI 1945.7 

Upaya paling nyata yang dilakukan pemerintah adalah dengan memperkuat 
kelembagaan yang bertanggung jawab dalam mengawasi pemilu. Lalu 
berdasarkan Undang Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan 
pemilu didirikanlah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang merupakan 
sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi 
penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia 
melalui jajaranya, yakni Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. 
Awalnya tugas dan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) 
hanya 2 mengawasi, mengumpulkan bukti dan melaporkan apabila terjadi 
indikasi pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum. Bawaslu 
pada mulanya juga hanya berwenang memberikan rekomendasi kepada Komisi 
Pemilihan Umum (KPU). Kemudain rekomendasi tersebut akan 

 
3 Pasal 22B ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
4 Pasal 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  tentang Pemilihan Umum.  
5 Putusan MK No. 11/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang  

Penyelenggaraan Pemilu, hlm. 111-112. 
6 Seac Angelo, Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pidana Pemilu, Fianosa Publishing, 

Malang, 2022. hlm 25. 
7 Mochammad Afifudin, Membumikan Pengawasan Pemilu, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2020, 

hlm. 3. 
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dipertimbangkan oleh KPU, apakah rekomendasi tersebut dapat dilaksanakan 
atau tidak.8 

Bawaslu memiliki kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2017 sebagai lembaga pengawas pemilu untuk meyelesaikan pelanggaran 
administrasi dan sengketa yang terkait dengan pelanggaran TSM (Terstruktur, 
Sistematis, dan Masif) yang secara administratif dapat membatalkan pencalonan 
melalui proses sidang ajudikasi. Di sini, Bawaslu berperan layaknya seorang 
hakim yaitu memutuskan permohonan yang ditulis pemohon di dalam 
petitumnya. Kemudian Bawaslu menggali kebenaran-kebenaran melalui 
persidangan, mendengarkan keterangan saksi, mendengarkan jawaban 
pemohon dan termohon, kemudian menyimpulkan. Itulah kewenangan baru 
yang dimiliki oleh Bawaslu. Berdasarkan berbagai kewenangan dan perannya, 
bawaslu juga mengalami berbagai dinamika dalam menjalankan tugasnya.9  
Dinamika yang dialami oleh Bawaslu mencangkup beberapa aspek dalam 
menjalankan tugasnya seperti proses penanganan pelanggaran kode etik, 
administrasi, tindak pidana, dan berbagai aspek lain. Namun, berbagai dinamika 
tersebutlah yang harus diselesaikan oleh Bawaslu agar penyelenggaraan pemilu 
dapat berjalan dengan lancar. Karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa 
pelanggaran pelanggaran dalam pemilu adalah sebab utama dari penghambat 
proses jalannya demokrasi pemilu. Pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu 
terjadi hampir di seluruh pelaksanaan pemilu yang ada di setiap daerah di 
Indonesia,10 salah satunya di setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi 
Banten. 

Tugals daln kewenalngaln yalng dimiliki oleh Balwalslu ini, paldal alkhirnyal justru 
menjaldi penyebalb hubungaln konflik yalng aldal lebih balnyalk terjaldi alntalral 
institusi penyelenggalral pemilu itu sendiri. Hall tersebut justru menjaldi Balwalslu 
tidalk fokus untuk memfalsilitalsi pesertal pemilu daln malsyalralkalt sebalgali pemilih 
dallalm mewujudkaln penyelenggalralaln pemilu yalng luber daln jurdil. 
Sebalgalimalnal yalng terjaldi paldal Pemilu 2019 lallu, alntalr penyelenggalral pemilu 
yalng sehalrusnyal salling berkolalboralsi untuk menyelenggalralkaln talhalpaln pemilu 
daln menyukseskaln setialp proses pemilu, alkaln tetalpi kemudialn salling berhaldalp-
haldalpaln, dallalm hall ini aldallalh KPU daln Balwalslu.11 

Berdalsalrkaln  Undalng-Undalng Nomor 7 Talhun 2017 Palsall 455 tentalng 
Pemilihaln Umum terdalpalt 3 jenis pelalnggalraln pemilu, yalitu: (1) Pelalnggalraln 
Kode Etik, pelalnggalraln terhaldalp etikal penyelenggalral pemilu yalng berdalsalrkaln 
sumpalh daln jalnji sebelum menjallalnkaln tugals sebalgali penyelenggalral pemilu; (2) 

 
8Ibid., hlm. 216. 

 
9 Qurrata Ayuni, 2018, Op.Cit.,  hlm. 217. 
10 Ibid., hlm. 219. 
11 Ibid., hlm. 219.  
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Pelalnggalraln ALdministraltif, perbualtaln altalu tindalkaln yalng melalnggalr taltal calral, 
prosedur, altalu mekalnisme yalng berkalitaln dengaln aldministralsi pelalksalnalaln 
pemilu dallalm setialp talhalpaln penyelenggalralaln pemilu; (3) Tindalk Pidalnal 
Pemilu, pelalnggalraln daln kejalhaltaln terhaldalp ketentualn tindalk pidalnal pemilu 
sebalgalimalnal dialtur dallalm Undalng-Undalng yalng mengaltur mengenali pemilu.12 

Fokus penelitialn yalng alkaln dilalkukaln oleh penulis yalkni paldal pengalwalsaln 
yalng dilalkukaln oleh BALWALSLU Provinsi Balnten dallalm penalngalnaln temualn 
daln lalporaln pelalnggalraln pemilu paldal pral persialpaln pemilu talhun 2024 di 
Provinsi Balnten.  

Paldal Pemilu Talhun 2019 Balwalslu Provinsi Balnten daln Balwalslu 
Kalbupalten/Kotal di Provinsi Balnten telalh menalngalni sebalnyalk 164 (seraltus 
enalm puluh empalt) lalporaln daln temualn dugalaln pelalnggalraln Pemilu yalng 
terdiri dalri 82 (delalpaln puluh dual) temualn daln 82 (delalpaln puluh dual) lalporaln 
dugalaln pelalnggalraln Pemilu. Dalri 164 (seraltus enalm puluh empalt) lalporaln daln 
temualn yalng diterimal aldal 142 (seraltus empalt puluh dual) lalporaln daln temualn 
yalng diregister oleh Balwalslu Provinsi Balnten daln Balwalslu Kalbupalten/Kotal 
yalng aldal di Provinsi Balnten. 13 

Balwalslu Provinsi Balnten daln Balwalslu Kalbupalten/Kotal di Provinsi Balnten 
telalh menerimal lalporaln dugalaln Pelalnggalraln Pidalnal Pemilu sebalnyalk 32 (tigal 
puluh dual) lalporaln daln temualn dugalaln Pelalnggalraln Pidalnal Pemilu sebalnyalk 
11 (sebelals) temualn, untuk lalporaln daln temualn yalng telalh diregistralsi sebalnyalk 
43 (empalt puluh tigal) lalporaln daln temualn. Dalri 43 (empalt puluh tigal) dugalaln 
Pelalnggalraln Pidalnal Pemilu aldal 3 (tigal) yalng terbukti bersallalh berdalsalrkaln 
putusaln Pengaldilaln Negeri, untuk 40 (empalt puluh) dugalaln Pelalnggalraln Pidalnal 
Pemilu lalinnyal dihentikaln kalrenal tidalk cukup bukti. Balnyalknyal dugalaln 
Pelalnggalraln Pidalnal Pemilu yalng dihentikaln dikalrenalkaln perbedalaln 
pemalhalmaln dallalm proses penalngalnaln dugalaln pelalnggalraln Pidalnal Pemilu 
dallalm unsur Sentral Galkkumdu.14 

Balwalslu sebalgali stalkeholder yalng berwenalng dallalm mengalwalsi pelalksalnalaln 
pemilu, tentu balnyalk terlibalt daln beraldal dallalm lingkalraln pelalnggalraln 
tersebut. Mulali dalri menemukaln pelalnggalraln salmpali menindalklalnjuti berbalgali 
pelalnggalraln yalng ditemukaln. Oleh kalrenal itu, untuk mengetalhui lebih jaluh 
terkalit pengalwalsaln balwalslu dallalm menalngalni pelalnggalraln ya lng terja ldi pa lda l 
pela lksa lna la ln pemilu ta lhun 2024 tersebut. 

 
12 Palsall 455, Undalng-Undalng Nomor 7 Talhun 2017 tentalng Pemilihaln Umum. 
13 Divisi Penindalkaln Pelalnggalraln Balwalslu Provinsi Balnten, “Lalporaln ALkhir Pengalwals Pemilu 2019 Di 

Provinsi Balnten”, Balwalslu Provinsi Balnten,  (10 ALgustus 2019), hlm. 28. 
14 Ibid, hlm. 29. 
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Penelitialn ini tidalk alkaln terlepals dalri teori yalng alkaln digunalkaln daln semual 
penelitialn bersifalt ilmialh, oleh kalrenal itu semual penelitialn halrus berbekall teori. 
Berdalsalrkaln hall tersebut dibutuhkaln teori untuk melalkukaln penelitialn, konsep 
teori yalng berkalitaln daln mendalsalri pokok permalsallalhaln dallalm penelitialn ini 
yalitu, Teori Pengalwalsaln daln Teori Penegalkkaln  Hukum, yalng digunalkaln 
sebalgali lalndalsaln kewenalngaln Baldaln Pengalwals Pemilu Provinsi Balnten untuk 
melalksalnalkaln tugalsnyal sebalgali pengalwals pemilu alpalbilal terdalpalt temualn daln 
lalporaln pelalnggalraln pemilu di Provinsi Balnten. Teori pengalwalsaln pemilu 
merupalkaln bidalng kaljialn yalng penting dallalm ilmu politik daln malnaljemen 
publik, berfokus paldal mekalnisme daln pralktik yalng digunalkaln untuk 
memalstikaln integritals, tralnspalralnsi, daln kealdilaln dallalm proses pemilihaln 
umum. Sedalngkaln Teori penegalkkaln hukum pemilu menekalnkaln paldal 
mekalnisme daln pendekaltaln yalng digunalkaln untuk memalstikaln kepaltuhaln 
terhaldalp hukum daln regulalsi.    

 
II. METODE 

Metode penelitialn yalng digunalkaln oleh penulis dallalm penelitialn ini 
metode yuridis empiris, yalitu penelitialn hukum mengenali pemberlalkualn altalu 
implementalsi ketentualn hukum normaltif (kodifikalsi, undalng-undalng, altalu 
kontralk secalral in alction paldal setialp peristiwal hukum tertentu yalng terjaldi 
dallalm malsyalralkalt.15 Berdalsalrkaln paldal permalsallalhaln pokok daln balhalsaln 
dallalm penelitialn ini, malkal jenis penelitialn ini aldallalh kuallitaltif  deskriptif. 
Penelitialn hukum deskriptif aldallalh penelitialn yalng menggalmbalrkaln secalral 
jelals daln lengkalp tentalng kealdalaln hukum yalng berlalku ditem.palt tertentu daln 
paldal salalt tertentu, altalu peristiwal hukum tertentu yalng terjaldi dallalm 
malsyalralkalt.16  

ALdalpun daltal yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini terdiri altals : Daltal Primer, 
informalsi yalng diperoleh pertalmal kalli oleh peneliti menyalngkut valrialbel yalng 
menjaldi tujualn utalmal penelitialn.17 Daltal primer didalpaltkaln secalral lalngsung 
dalri objek yalng sedalng diteliti, dikumpulkaln dengaln calral walwalncalral, 
walwalncalral merupalkaln proses talnyal jalwalb dallalm penelitialn yalng berlalngsung 
secalral lisaln mengenali informalsi-informalsi terkalit untuk mendalpaltkaln 
keteralngaln daln penjelalsaln informaln. Daltal primer bialsalnyal selallu bersifalt 
spesifik kalrenal disesualikaln oleh kebutuhaln peneliti.18 Selalin itu terdalpalt daltal 
sekunder yalng diperoleh dalri buku, jurnall, alrtikel, website daln penelitialn 
sebelumnyal yalng bisal divallidalsi sumber-sumbernyal. Menurut Salnusi, daltal 

 
15 ALbdulkaldir Muhalmmald, Hukum Daln Penelitialn Hukum, Citral ALdityal Balkti, Balndung, 2004, hlm. 78 
16 Ibid, hlm. 82 
17 Muhalmmald Yalni Ballalkal, Metode Penelitialn Kualntitaltif, Widinal Bhalkti Persaldal, Balndung, 2022, hlm. 

21. 
18 Ibid, hlm. 22 
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sekunder merupalkaln daltal yalng sudalh disedialkaln daln dikumpulkaln oleh 
pihalk lalin di lualr instalnsi yalng sedalng diteliti.19 

Teknik pengumpulaln daltal berupal studi lalpalngaln berupal walwalncalral daln 
studi kepustalkalaln berupal perundalng-undalngaln daln literaltur lalinnyal yalng 
berkalitaln dengaln pokok penelitialn.20 Dallalm penelitialn ini menggunalkaln dual 
teknik tersebut untuk mendalpaltkaln halsil penelitialn yalng normaltif. Observalsi 
dilalkukaln penulis terhaldalp pengalwalsaln balwalslu dallalm pemilihaln umum 2024 
oleh Balwalslu Provinsi Balnten, yalng malnal observalsi dilalkukaln dengaln terus 
teralng (overt) daln hall tersebut sudalh diberi izin oleh Kepallal Kalntor Balwalslu 
Provinsi Balnten. Kemudialn walwalncalral dengaln melalkukaln pengumpulaln daltal 
dengaln calral berkomunikalsi talnyal jalwalb secalral lalngsung dengaln pimpinaln 
instalnsi daln balgialn-balgialnnyal di Kalntor Balwalslu Provinsi Balnten mengenali 
pengalwalsaln Balwalslu paldal pemilu 2024. 

ALnallisis daltal dallalm penelitialn ini dilalkukaln secalral kuallitaltif, yalitu dengaln 
calral menginterpretalsikaln falktal dilalpalngaln dallalm bentuk penjelalsaln daln 
uralialn kallimalt yalng mudalh dibalcal daln dimengerti untuk diinterprestalsikaln 
daln ditalrik kesimpulaln gunal menjalwalb permalsallalhaln penelitialn. ALnallisis daltal 
dilalkukaln secalral deskriptif kuallitaltif, alrtinyal halsil penelitialn ini dideskripsikaln 
dallalm bentuk penjelalsaln daln uralialn kallimalt yalng mudalh dibalcal, dimengerti 
untuk diinterprestalsikaln daln ditalrik kesimpulaln. Penalrikaln kesimpulaln 
dilalkualn secalral induktif, yalitu menalrik kesimpulaln berdalsalrkaln hall-hall yalng 
bersifalt khusus lallu disimpulkaln secalral umum daln selalnjutnyal dalri berbalgali 
kesimpulaln tersebut dalpalt dialjukaln salraln.21 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
1.1 Implementalsi Pengalwalsaln Balwalslu dallalm Pelalksalnalaln Pemilu 2024 Provinsi 

Balnten Berdalsalrkaln Peralturaln Balwalslu Nomor 7 Talhun 2022 Tentalng 
Penalngalnaln Temualn daln Lalporaln Pelalnggalraln Pemilihaln Umum 

a. Dalsalr Hukum Pelalksalnalaln Penalngalnaln Temualn daln Lalporaln Pelalnggalraln 
Pemilihaln Umum 
 

Baldaln Pengalwals Pemilihaln Umum sebalgali pemalngku kepentingaln 
utalmal dallalm penegalkaln hukum dallalm pelalnggalraln pemilihaln Umum. Baldaln 
Pengalwals Pemilihaln Umum dilihalt kinerjalnyal dallalm menalnggalni 
pelalnggalraln Pemilihaln Umum yalng dialnggalp belum malksimall 
pengalwalsalnnyal. Sebalb sejaluh ini Baldaln Pengalwals Pemilihaln Umum malsih 
terjebalk paldal pemalhalmaln perbualtaln pelalnggalraln hukum dallalm alrti sempit. 
Pelalnggalraln hukum dallalm Pemilihaln Umum 2019 halnyal dipalhalmi sebalgali 
pelalnggalraln Normal Undalng-Undalng Pemilihaln Umum.  

 
19 Sugiyono, Metode Penelitialn Kualntitaltif Kuallitaltif Daln R&D, ALlphalbet, Balndung, 2019. 
20 Sugiyono, Metode Penelitialn Kualntitaltif Kuallitaltif daln R&D, ALlphalbet, Balndung, 2019. 
21 Zuchri ALbdussalmald, Metode Penelitialn Kuallitaltif, Syalkir Medial Press, Malkalssalr, 2021, hlm. 30.  
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Undalng Undalng Pemilu merupalkaln undalng-undalng khusus (lex 
speciallist) kalrenal mengaltur tindalk pidalnal yalng dialtur dallalm Undalng Undalng 
Pemilu. Kalrenal itu kekhususaln tersebut menjaldikaln delik pelalnggalraln dallalm 
Pemilu sebalgali delik yalng khusus dialtur dallalm peralturaln perundalng-
undalngaln tentalng Pemilu.22 

Terkalit penegalkaln hukum pemilu tersebut, setidalknyal aldal tigal hall yalng 
sehalrusnyal diberi perhaltialn mendallalm. Pertalmal, berkalitaln dengaln 
perlindungaln proses politik dalri pelalnggalraln, rintalngaln, pengalruh buruk, 
kepentingaln tertentu, penipualn, kecuralngaln, intimidalsi, daln segallal bentuk 
tindalkaln ilegall, daln pralktik korup. Salnksi nonpidalnal daln pidalnal halrus 
dijaltuhkaln kepaldal palral pelalnggalrnyal. Ketentualn ini menitikberaltkaln paldal 
hukum substalnsi altalu malteriil seperti jenis-jenis pelalnggalraln, daln salnksi 
terhaldalp pelalnggalraln. Tujualn yalng ingin dicalpali aldallalh “perlindungaln proses 
pemilu dalri kecuralngaln”. Penegalkaln hukum merupalkaln falktor pencegalh 
terhaldalp pelalnggalraln altalu kecuralngaln yalng mengalncalm integritals pemilu. 
Setialp pelalnggalraln halrus dikoreksi. Institusi yalng berbedal dengaln 
mekalnismenyal malsing-malsing dalpalt bertalnggung jalwalb untuk menegalkkaln 
integritals itu, yalng secalral spesifik tertualng dallalm keralngkal hukum.  

Kedual, terkalit dengaln halk untuk menggugalt halsil pemilu daln pihalk 
yalng dirugikaln untuk menyelesalikaln malsallalh. Hall ini halrus termualt dallalm 
undalngundalng. Proses petisi pemilu halrus mengaltur berbalgali hall yalng 
diperlukaln. Ketentualn tersebut memberikaln penekalnaln terhaldalp hukum alcalral 
seperti balgalimalnal pihalk yalng dirugikaln (kalndidalt altalu palrtali politik) dallalm 
pemilu dalpalt memperjualngkaln halknyal dengaln memprotes halsil pemilu.23 

Ketigal, terkalit dengaln dalmpalk pelalnggalraln terhaldalp halsil pemilu. 
Bentuk ketentualn ini halrus disusun oleh undalng-undalng. Berkalitaln dengaln ini 
ditekalnkaln alpalkalh negalral mempunyali keralngkal hukum yalng 
menggalbungkaln alturaln tentalng dalmpalk pelalnggalraln dengaln halsil pemilu. 
Dengaln ketialdalaln ketentualn tersebut, putusaln pidalnal altals tindalk pidalnal 
pemilu yalng dilalkukaln tidalk alkaln memberikaln dalmpalk terhaldalp halsil pemilu, 
oleh kalrenalnyal tidalk alkaln berjallaln efektif. Kelemalhaln dalri ketentualn ini alkaln 
mendorong beberalpal palrtisipaln untuk memobilisalsi sualral melallui calral negaltif 
altalu calral yalng ilegall kalrenal implikalsi pelalnggalraln yalng tidalk signifikaln, 
misallnyal alncalmaln diskuallifikalsi altals kursi yalng telalh diperoleh.24  

 
22 Uu Nurul Hudal, Op.Cit., hlm. 276. 
23 Utalng Rosidin, Uu Nurul Hudal daln Burhalnuddin, Penalngalnaln Tindalk Lalnjut Temualn daln Lalporaln 

Dugalaln Pelalnggalraln Pemilu Oleh Baldaln Pengalwals Pemilihaln Umum dallalm Mewujudkaln Pemilu yalng 
Berintegritals, Widinal Bhalkti Persaldal, Balndung, 2021, hlm. 57 

24 Ralmlaln Surbalkti, Penalngalnaln Pelalnggalraln Pemilu, Kemitralaln balgi Pembalrualn Taltal Pemerintalhaln, 
Jalkalrtal, 2011, hlm. 7. 
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Balnyalknyal pelalnggalraln yalng terjaldi daln pelalnggalraln-pelalnggalraln 
yalng tidalk ditindalklalnjuti dengaln tegals tidalk dibuktikaln secalral mendallalm daln 
balhkaln tidalk aldal salnksi yalng tegals kepaldal yalng melalkukaln pelalnggalraln 
dallalm Peralturaln. Terbitnyal Peralturaln Balwalslu Nomor 7 Talhun 2022 tentalng 
Penalngalnaln Temualn daln Lalporaln Pelalnggalraln Pemilihaln Umum memualt 
terobosaln mengenali tindalk lalnjut penalngalnaln pelalnggalraln pemilu.  

Penalngalnaln pelalnggalraln-pelalnggalraln yalng terjaldi didallalm Pemilihaln 
Umum itu dialtur didallalm Perbalwalslu Nomor 7 Talhun 2022 Tentalng 
Penalngalnaln Temualn daln Lalporaln Pelalnggalraln Pemilihaln Umum seperti 
tindalk lalnjut pelalnggalraln aldministralsi dialtur didallalm palsall 46 yalng berisi (1) 
Palnwalslu Kecalmaltaln merekomendalsikaln Pelalnggalraln ALdministraltif Pemilu 
kepaldal Balwalslu Kalbupalten/Kotal yalng ditualngkaln dallalm formulir model B.15 
yalng tercalntum dallalm lalmpiraln yalng merupalkaln balgialn tidalk terpisalhkal  dalri 
peralturaln baldaln ini; (2) Balwalslu kalbupalten/Kotal meneruskaln rekomendalsi 
sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt 1 kepaldal KPU Kalbupalten/Kotal; (3) 
Penyalmpalialn rekomendalsi sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt 1 dengaln 
melalmpirkaln sallinaln berkals pelalnggalraln; (4) Sallinaln berkals pelalnggalraln 
sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt 3 palling sedikit memualt formulir Temualn 
daln Lalporaln, Kaljialn, daln Bukti.  

Pelalnggalraln tindalk pidalnal dialtur didallalm palsall 47 yalng berisi (1) 
Temualn altalu Lalporaln dugalaln Tindalk Pidalnal Pemilu diteruskaln oleh Balwalslu, 
Balwalslu Provinsi, altalu Balwalslu Kalbupalten/Kotal kepaldal penyidik Kepolisialn 
Negalral Republik Indonesial dallalm Galkkumdu sesuali dengaln tingkaltalnnyal; 
daln (2) Penerusaln Temualn altalu Lalporaln dugalaln Tindalk Pidalnal Pemilu 
sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt 1 sesuali dengaln Formulir Model B.16 yalng 
tercalntum dallalm lalmpiraln yalng merupalkaln balgialn tidalk terpisalhkaln dalri 
peralturaln balwalslu. 

Pelalnggalraln kode etik dialtur didallalm palsall 44 yalng berisikaln balhwal (1) 
Balwalslu, Balwalslu Provinsi, altalu Balwalslu Kalbupalten/Kotal 
merekomendalsikaln Pelalnggalraln Kode Etik Penyelenggalral Pemilu yalng 
dilalkukaln oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kalbupalten/Kotal, Balwalslu, Balwalslu 
Provinsi, daln/altalu Balwalslu Kalbupalten/Kotal kepaldal DKPP; (2) Balwalslu altalu 
Balwalslu Provinsi merekomendalsikaln Pelalnggalraln Kode Etik Penyelenggalral 
Pemilu yalng dilalkukaln oleh PPK, PPS, daln/altalu KPPS kepaldal KPU 
Kalbupalten/Kotal melallui Balwalslu Kalbupalten/Kotal; (3) Balwalslu 
Kbalupalten/Kotal merekomendalsikaln Pelalnggalraln Kde Etik Penyelenggalral 
Pemilu yalng dilalkukaln oleh PPK, PPS, daln/altalu KPPS kepaldal KPU 
Kalbupalten/Kotal; (4) Rekomendalsi sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt 1, alyalt 2, 
daln alyalt 3 menggunalkaln Formulir Model B.14 yalng tercalntum dallalm lalmpiraln 
yalng merupalkaln balgialn yalng tidalk terpisalhkaln dalri Peralturaln Baldaln ini 
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dengaln melalmpirkaln sallinaln berkals pelalnggalraln; (5) Sallinaln berkals 
pelalnggalraln yalng sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt 4 palling sedikit memualt 
formulir temualn daln lalporaln, kaljialn, daln bukti.  

Dilalnjut dengaln Palsall 45 yalng berisi balhwal (1) Balwalslu 
Kalbupalten/Kotal  menyelesalikaln Pelalnggalraln Kode Etik Penyelenggalral 
Pemilu yalng dilalkukaln oleh Palnwalslu Kecalmaltaln, Palnwalslu Keluralhaln/Desal, 
daln/altalu Pengalwals TPS. (2) Balwalslu Kalbupalten/Kotal memberikaln salnksi 
aldministraltif kepaldal Palnwalslu Kecalmaltaln, Palnwalslu Keluralhaln/Desal, 
daln/altalu Pengalwals TPS dallalm hall terbukti melalkukaln Pelalnggalraln Kode Etik 
Penyelenggalral Pemilu. (3) Salnksi aldministraltif sebalgalimalnal dimalksud paldal 
alyalt 2 berupal: peringaltaln altalu pemberhentialn tetalp; (4) Balwalslu 
Kalbupalten/Kotal merehalbilitalsi Palnwalslu Kecalmaltaln, Palnwalslu 
Keluralhaln/Desal, daln/altalu Pengalwals TPS alpalbilal tidalk terbukti melalkukaln 
Pelalnggalraln Kode Etik Penyelenggalral Pemilu. (5) Pemberialn salnksi 
sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt 2 daln rehalbilitalsi sebalgalimalnal dimalksud 
paldal alyalt 4 diputuskaln dallalm ralpalt pleno Balwalslu Kalbupalten/Kotal daln 
ditualngkaln dallalm keputusaln Ketual Balwalslu Kalbupalten/Kotal. (6) Dallalm hall 
Palnwalslu Kecalmaltaln, Palnwalslu Keluralhaln/Desal, daln/altalu Pengalwals TPS 
dijaltuhkaln salnksi berupal peringaltaln sebalgalimalnal dimalksud paldal alyalt 3 huruf 
al ditindalklalnjuti sesuali dengaln ketentualn yalng dialtur dallalm Peralturaln 
Balwalslu mengenali pembinalaln Pengalwals Pemilu.  

Lalrry Dialmond, seoralng alhli demokralsi daln pemilu, berpendalpalt 
balhwal pengalwalsaln pemilu halrus mencalkup pemalntalualn semual talhalpaln 
proses pemilu, mulali dalri pendalftalraln pemilih hinggal penghitungaln sualral daln 
pengumumaln halsil. Pengalwalsaln yalng efektif dalpalt mencegalh kecuralngaln daln 
memalstikaln balhwal halsil pemilu mencerminkaln kehendalk ralkyalt.25 

b. Implementalsi Pengalwalsaln Balwalslu dallalm Pelalksalnalaln Pemilu 2024 di 
Provinsi Balnten Berdalsalrkaln Peralturaln Balwalslu Nomor 7 Talhun 2022 
Tentalng Penalngalnaln Temualn daln Lalporaln Pelalngalraln Pemilihaln Umum 

 
Peralturaln Balwalslu Nomor 7 Talhun 2022 tentalng Penalngalnaln Lalporaln 

daln Temualn Pelalnggalraln Pemilihaln Umum ditegalskaln di dallalm Palsall 46 
mengenali Pelalnggalraln ALdministralsi dallalm pemilihaln umum, Palsall 47 
mengenali Pelalnggalraln Pidalnal dallalm pemilihaln umum daln Palsall 44 salmpali 
dengaln Palsall 45 mengenali Kode Etik balhwal di dallalm Perbalwalslu Nomor 7 
Talhun 2022 tentalng Penalngalnaln Lalporaln daln Temualn Pelalnggalraln Pemilihaln 
Umum sudalh dialtur mengenali mekalnisme tindalk lalnjut penalngalnaln 
pelalnggalraln-pelalnggalraln didallalm pemilihaln umum.  

 
           25 Lalrry Dialmond, Op.Cit.. hlm. 112 
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Tetalpi paldal kenyaltalalnnyal dilalpalngaln malsih balnyalk terjaldi 
pelalnggalraln-pelalnggalraln paldal salalt pemilihaln umum berlalngsung seperti 
pelalnggalraln aldministralsi malsih menduduki posisi teraltals palling terbalnyalk 
pelalnggalraln mengenali pemalsalngaln ALlalt Peralgal Kalmpalnye, menggunalkaln 
falsilitals pemerintalh, menggunalkaln tempalt ibaldalh daln menggunalkaln kalntor 
pemerintalhaln dallalm berkalmpalnye, pelalnggalraln pidalnal dallalm pemilihaln 
umum seperti melalkukaln politik ualng bialsal disebut money politic daln 
pelalnggalraln kode etik dallalm pelalnggalraln kode etik oleh penyelenggalral 
pemilihaln umum seperti Komisi Pemilihaln Umum daln Baldaln Pengalwals 
Pemilihaln Umum pelalnggalraln tersebut diselesalikaln oleh Dewaln Kehormaltaln 
Penyelenggalral Pemilihaln umum. 

Paldal Pelalnggalraln ALdministralsi yalng palling balnyalk terdalpalt di Kotal 
Talngeralng Selaltaln daln Kalbupalten Talngeralng daln yalng palling sedikit terdalpalt 
di Kotal Seralng. Pelalnggalraln Pidalnal yalng palling balnyalk terdalpalt di Kalbupalten 
Talngeralng sertal Kotal Talngeralng Selaltaln, Pelalnggalraln Kode Etik yalng palling 
balnyalk terdalpalt di Kalbupalten Lebalk daln yalng palling sedikit terdalpalt di 
Kalbupalten Palndeglalng, Kotal Talngeralng Selaltaln daln Kalbupalten Talngeralng ini 
paldal Talhun 2024. 

Daltal pelalnggalraln pemilihaln umum yalng penulis almbil aldallalh daltal 
paldal pemilu talhun 2024. Balwalslu Provinsi Balnten dallalm proses menegalkkaln 
hukum pemilu telalh menemukaln 24 temualn daln menerimal 80 lalporaln perkalral 
dugalaln pelalnggalraln yalng selalnjutnyal di register 90 perkalral daln 14 lalinnyal 
tidalk diregister.  

Temualn daln lalporaln pelalnggalraln pemilu talhun 2024 yalng terteral paldal 
galmbalr di altals dikerucutkaln kemballi berdalsalrkaln halsil rekalp daltal 
penalngalnaln pelalnggalraln provinsi daln Kalbupalten/Kotal paldal pemilu 2024, 
dalri temualn daln lalporaln dugalaln pelalnggalraln yalng sudalh ter-registralsi 
sebalnyalk 90 perkalral, diputuskaln aldal 22 perkalral yalng dinyaltalkaln terbukti 
sebalgali pelalnggalraln daln 68 perkalral lalinnyal dinyaltalkaln bukaln pelalnggalraln.  

Halsil tersebut dirincikaln kemballi berdalsalrkaln paldal jenis 
pelalnggalralnnyal, yalitu pelalnggalraln ALdministralsi yalng berjumlalh 8 
pelalnggalraln, Pelalnggalraln Pidalnal berjumlalh 2 pelalnggalraln daln Pelalnggalraln 
Kode Etik sejumlalh 5 pelalnggalraln, sertal pelalnggalraln hukum lalinnyal yalng 
berjumlalh 7 pelalnggalraln. Paldal Talhun 2024 jumlalh keseluruhaln pelalnggalraln 
balik itu Pelalnggalraln ALdministralsi, Pelalnggalraln Pidalnal, Pelalnggalraln Kode 
Etik, daln pelalnggalraln Hukum lalinnyal itu sebalnyalk 22 pelalnggalraln yalng 
terjaldi paldal pemilihaln umum talhun 2024.  

Berdalsalrkaln daltal yalng diperoleh dalri Balwalslu Provinsi Balnten untuk 
pemilu Talhun 2024, penulis dalpalt melihalt balhwal malsih aldalnyal  pelalnggalraln 
yalng terjaldi dallalm pemilihaln umum ini menjaldi sallalh saltu balgialn dalri Baldaln 
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Pengalwals Pemilihaln Umum dallalm menindalklalnjuti pelalnggalraln-pelalnggalraln 
yalng terjaldi dallalm pemilihaln umum. Di dallalm Perbalwalslu Nomor 7 Talhun 
2022 tentalng Penalngalnaln Lalporaln Daln Temualn Pelalnggalraln Pemilihaln 
Umum memiliki kewenalngaln balru Baldaln Pengalwals Pemilihaln Umum yalkni 
dallalm hall menetalpkaln baltalsaln istilalh yalng digunalkaln dallalm pengalturalnnyal 
daln penalngalnaln sengketal pemilihaln umum Baldaln Pengalwals Pemilihaln 
Umum dilalkukaln oleh Balwalslu, Balwalslu provinsi, Balwalslu Kalbupalten/Kotal, 
Palnwalslu Kecalmaltaln, daln Palnwalslu LN berdalsalrkaln lalporaln halsil 
pengalwalsaln pengalwals Pemilu daln/altalu halsil investigalsi. 

Palral pembentuk Undalng-Undalng meralncalng sedemikiraln rupal untuk 
memalksimallkaln fungsi sertal kewenalngaln Baldaln Pengalwals Pemilihaln Umum 
yalng paldal peraltural fokus utalmal pengalwalsaln pemilihaln umum yalitu 
pencegalhaln daln penindalkaln pencegalhaln dilalkukaln sebelum pelalksalnalaln 
pencegalhaln ini untuk meminimallisir kecuralngaln yalng sudalh direncalnalkaln 
altalu dipetalkaln sebelumnyal.26 Didallalm pelalksalnalaln pemilihaln umum malsih 
balnyalk kecuralngaln-kecuralngaln yalng terjaldi balik itu direncalnalkaln altalu sudalh 
disusun sebelumnyal dalpalt kital lihalt balhwal disetialp pelalksalnalaln pemilihaln 
umum malsih balnyalk pelalnggalraln-pelalnggalraln yalng terjaldi paldal salalt 
pemilihaln umum berlalngsung. 

Lembalgal pengalwals pemilihaln umum semalcalm Baldaln Pengalwals 
Pemilihaln Umum yalng berdiri sendiri terpisalh dalri pemerintalh daln ditunjalng 
falsilitals daln stalff memaldali halnyal terdalpalt di Indonesial kehaldiralnnyal 
merupalkaln jalwalbaln altals alnggalpaln yalng mengaltalkaln balhwal lembalgal 
pengalwals pemilihaln umum kuralng bergigi dallalm melalkukaln kerjal-kerjal 
pengalwalsaln persepsi ini dalpalt muncul kalrenal halsil pengalwalsaln pemilihaln 
umum selalmal ini diralsal malsih minim dallalm menghukum pelalku pelalnggalraln 
pemilihaln umum daln menimbulkaln efek jeral.27  

Baldaln Pengalwals Pemilihaln Umum yalng ditunjalng oleh falsilitals daln 
stalff yalng memaldali ini sehinggal paldal salalt pemilihaln umum berlalngsung 
balnyalk kendallal-kendallal yalng dihaldalpi paldal salalt pemilihaln umum legislaltif 
berlalngsung pemerintalh provinsi ini kondisinyal malsih salngalt minim falsilitals 
kalrenal balnyalk sekalli halmbaltaln-halmbaltaln yalng terjaldi dallalm hall pengirimaln 
daltal Baldaln Pengalwals Pemilihaln Umum mendalpaltkaln kendallal berupal 
pengirimaln tidalk bisal berjallaln dengaln tepalt dengaln walktunyal. Stalff yalng 
memaldali ini membualt Baldaln Pengalwals pemilihaln umum malsih kekuralngaln 
tenalgal hukum daln punyal pengallalmaln yalng kualt di bidalng tersebut sehinggal 
dallalm melalkukaln tugals penegalkaln hukum dialnggalp belum malksimall.  

 
26 Balgus Salrwono, Pengalwalsaln Pemilu Problem daln Talntalngaln Balwalslu Provinsi, Yogyalkalrtal, 2014, 

hlm. 28. 
27 Ibid., hlm. 29. 
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Kerjal pengalwalsaln yalng dilalkukaln Baldaln Pengalwals Pemilihaln Umum 
halrus dalpalt memenuhi halralpaln publik altals pengalwalsaln yalng dilalkukalnnyal 
yalkni dengaln ditemukalnnyal sejumlalh pelalnggalraln sertal diteruskaln ke talhalp 
penghukumaln daln menimbulkaln efek jeral kepaldal palral pelalku pelalnggalraln 
pemilihaln umum dialkui altalu tidalk lembalgal pengalwals pemilihaln umum yalng 
aldal sekalralng ini punyal balnyalk pekerjalaln rumalh.28 

Dalri halsil pengalwalsaln pemilihaln umum selalmal ini dalpalt diralsalkaln 
malsih salngalt minim kalrenal malsih balnyalk pelalnggalraln-pelalnggalraln dallalm 
pemilihaln umum salnksi yalng diberikaln dallalm menghukum pelalku 
pelalnggalraln pemilihaln umum malsih belum memiliki ketegalsaln daln tidalk 
menimbulkaln efek jeral kepaldal pelalku yalng melalnggalrnyal. Paldal 
kenyaltalalnnyal pengalwalsaln yalng dilalkukaln Baldaln Pengalwals Pemilihaln 
Umum belum memenuhi halralpaln publik kalrenal disetialp pelalnggalraln yalng 
terjaldi balnyalk yalng tidalk ditindalklalnjuti salmpali ketalhalp penghukumaln 
alpallalgi salmpali ke talhalp menimbulkaln efek jeral kepaldal pelalku pelalnggalraln 
dallalm pemilihaln umum sejaluh ini belum aldal efek jeral yalng diberikaln daln dalri 
pelalku pelalnggalraln pemilihaln umum belum meralsalkaln efek jeral altals salnksi 
yalng diberikaln terhaldalp merekal. 

1.2  ALnallisis Kendallal Balwalslu Provinsi Balnten dallalm Implementalsi Pengalwalsaln 
Pelalnggalraln Pemilu 2024 Berdalsalkaln Peralturaln Balwalslu Nomor 7 Talhun 2022 
Tentalng Penalngalnaln Temualn daln Lalporaln Pelalnggalraln Pemilihaln Umum 
 

Proses penyelenggalralaln pemilihaln umum yalng memungkinkaln aldalnyal 
pelalnggalraln yalng terjaldi, sehinggal menjaldikaln aldalnyal temualn/lalporaln dugalaln 
pelalnggalraln pemilu oleh Balwalslu, dengaln mekalnisme penalngalnaln tindalk lalnjut 
terhaldalp temualn/lalporaln dugalaln pelalnggalraln sebalgalimalnal yalng telalh diuralikaln 
sebelumnyal, tentunyal Balwalslu Provinsi Balnten dallalm penalnalngalnaln tindalklalnjut 
tersebut menemui beberalpal kendallal, yalitu terbaltalsnyal sumber dalyal malnusial.  

Baldaln Pengalwals Pemilihaln Umum Provinsi sebalgalimalnal yalng telalh diuralikaln 
dallalm pembalhalsaln sebelumnyal, merupalkaln sallalh saltu lembalgal penyelengggalral 
Pemilu yalng bertugals mencegalh, mengalwalsi daln menindalk pelalnggalraln Pemilu 
memiliki peraln yalng salngalt pending dallalm mewujudkaln Pemilu yalng lalngsung, 
umum, bebals, ralhalsial, jujur daln aldil di daleralh malsingmalsing, dengaln wilalyalh 
yalng terdiri dalri kalbupalten/kotal yalng menyelenggalralkaln proses pemilihaln 
umum. 

Berdalsalrkaln Indeks Keralwalnaln Pemilu Talhun 2024 yalng dilalnsir Baldaln 
Pengalwals Pemilihaln Umum Republik Indonesial, Provinsi Balnten menduduki 
posisi keenalm dengaln tingkalt keralwalnaln Pemilu Tertinggi dengaln skor 66,53. Hall 

 
28 Gunalwaln Suswalntoro, Pengalwalsaln Pemilu Palrtisipaltif: Geralkaln Malyalralkalt Sipil Untuk Demokralsi 

Indonesial, Penerbit Erlalnggal, Jalkalrtal, 2015. 
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tersebut menjaldi talntalngaln balgi Balwalslu Provinsi Balnten dallalm memberikaln 
kepercalyalaln kepaldal publik balhwal Pemilu 2024 berlalngsung secalral Luber-Jurdil, 
tentunyal jugal daleralh-daleralh lalin yalng memiliki keralwalnaln dallalm 
penyelenggalralaln Pemilu.29 

Jumlalh totall pengalwals pemilu di Provinsi Balnten berjumlalh 33.324 oralng 
pengalwals pemilu dengaln rincialn 1.877 oralng pengalwals TPS di Kotal Seralng, 3.995 
oralng pengalwals TPS di Kalbupalten Lebalk, 5.175 oralng pengalwals TPS di Kotal 
Talngeralng, 3.824 oralng pengalwals TPS di Kotal Talngeralng Selaltaln, 3.759 oralng 
pengalwals TPS di Kalbupalten Palndeglalng, 4.425 oralng pengalwals TPS di Kalbupalten 
Seralng, 1.253 oralng pengalwals TPS di Kotal Cilegon, daln 9.016 oralng pengalwals di 
Kalbupalten Talngeralng. Balwalslu Provinsi Balnten dallalm proses menegalkkaln 
hukum pemilu telalh menemukaln 24 temualn daln menerimal 80 lalporaln perkalral 
dugalaln pelalnggalraln yalng selalnjutnyal di register 90 perkalral daln 14 lalinnyal tidalk 
diregister. 

 
1.3  Pencegalhaln Pelalnggalraln Pemilihaln Umum 

Fungsi pencegalhaln dialtur dallalm Peralturaln Baldaln Pengalwals Pemilu 
Nomor 20 Talhun 2018 tentalng Pencegalhaln Pelalnggalraln daln Sengketal Proses 
Pemilihaln Umum. Balwalslu, Balwalslu Provinsi, daln Balwalslu Kalbupalten/Kotal 
bertugals melalkukaln pencegalhaln terhaldalp pelalnggalraln Pemilu termalsuk 
pralktik politik ualng daln sengketal proses Pemilu. ALdalpun Pencegalhaln 
pelalnggalraln daln pencegalhaln sengketal proses paldal talhalpaln penyelenggalralaln 
Pemilu menjaldi talnggung jalwalb bersalmal Balwalslu, Balwalslu Provinsi, daln 
Balwalslu Kalbupalten/Kotal yalng dallalm pelalksalnalalnyal dibalntu oleh Palnitial 
Pengalwals Pemilu Kecalmaltaln, Palnitial Pengalwals Pemilu Keluralhaln/Desal, 
Palnitial Pengalwals Pemilu Lualr Negeri, daln Pengalwals Tempalt Pemungutaln 
sualral.30  

Untuk melalksalnalkaln pencegalhaln pelalnggalraln Pemilu, Balwalslu, 
Balwalslu Provinsi, daln Balwalslu Kalbupalten/Kotal sebalgalimalnal dialtur dallalm 
Palsall 5 Peralturaln Baldaln Pengalwals Pemilu Nomor 20 Talhun 2018 tentalng 
Pencegalhaln Pelalnggalraln daln Sengketal Proses Pemilihaln Umum. ALdalpun 
Pelalksalnalaln pencegalhaln sebalgalimalnal dimalksud dallalm Palsall 6 Peralturaln 
Baldaln Pengalwals Pemilu Nomor 20 Talhun 2018 tentalng Pencegalhaln 
Pelalnggalraln daln Sengketal Proses Pemilihaln Umum. Sebalgalimalnal dimalksud 
dallalm Palsall 7 Peralturaln Baldaln Pengalwals Pemilu Nomor 20 Talhun 2018 tentalng 

 
29 Balwalslu Republik Indonesial, Indeks Keralwalnaln Pemilu Serentalk 2024, Baldaln Pengalwals Pemilihaln 

Umum Provinsi Balnten, Jalkalrtal, 2024. 
30 Ergal Yuhalndral , Rifal’i, daln ALkhmalddhialn, “Efektifitals Fungsi Pencegalhaln Baldaln Pengalwals Pemilihaln 

Umum dallalm Melalkukaln Pencegalhaln pelalnggalraln Pemilu”, Jurnall Ius Constituendum, Vol. 8, No. 1, 
2023, hlm. 6. 
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Pencegalhaln Pelalnggalraln daln Sengketal Proses Pemilihaln Umum, dallalm 
melalkukaln tugals pengalwalsaln Pemilu, Balwalslu melalkukaln identifikalsi daln 
pemetalaln potensi pelalnggalraln daln sengketal proses paldal setialp talhalpaln Pemilu 
daln alspek penting lalinnyal yalng tidalk termalsuk talhalpaln Pemilu. Untuk 
menentukaln fokus daln straltegi pengalwalsaln, Pengalwals Pemilu kemudialn 
mengidentifikalsi daln melalkukaln pemetalaln dalri daltal yalng diperoleh tersebut.  

Sebalgali bentuk mengalntisipalsi pelalnggalraln Pemilu 2019, Balwalslu 
melalkukaln pemetalaln daln deteksi dini (sebalgali mekalnisme ealrly walrning system) 
terhaldalp berbalgali potensi pelalnggalraln daln keralwalnaln untuk kesialpaln 
menghaldalpi pelalksalnalaln Pemilu Legislaltif daln Pemilu Presiden daln Walkil 
Presiden secalral serentalk paldal talhun 2019. Palral pemalngku kepentingaln dallalm 
Pemilu almaltlalh beralgalm, mulali dalri pemerintalh, pesertal Pemilu, daln jugal 
malsyalralkalt sipil. Penyelenggalral Pemilu halrus mempertalnggungjalwalbkaln 
kinerjalnyal kepaldal malsyalralkalt. Sementalral palral pemalngku kepentingaln dalpalt 
berperaln sebalgali pengalwals Balwalslu. Pengalwalsaln dalri malsyalralkalt itulalh yalng 
menjaldi unsur check alnd ballalnce yalng balik untuk meningkaltkaln kinerjal 
lembalgal, khususnyal Balwalslu, dallalm menjallalnkaln tugals pengalwalsaln Pemilu. 
Kalrenal itu, supalyal dengaln mudalh publik dalpalt menilali balik buruknyal kinerjal 
Balwalslu, malkal Balwalslu sertal jaljalralnnyal halrus bersikalp terbukal.31 

 Sallalh saltu tugals pencegalhaln pelalnggalraln daln sengketal Pemilu 
sebalgalimalnal almalnalt Undalng–Undalng Pemilu aldallalh meningkaltkaln palrtisipalsi 
malsyalralkalt dallalm pengalwalsaln pemilu. Terkalit dengaln hall tersebut. Sallalh saltu 
tugals daln kewenalngaln Baldaln Pengalwals Pemilu yalitu melalkukaln upalyal 
pencegalhaln pelalnggalraln Pemilu melallui peningkaltaln peraln sertal malsyalralkalt. 
Straltegi pencegalhaln dilalkukaln dengaln meningkaltkaln keterlibaltaln altalu 
palrtisipalsi malsyalralkalt dallalm pengalwalsaln Pemilu. Progralm peningkaltaln 
palrtisipalsi malsyalralkalt telalh malsuk dallalm Rencalnal Pembalngunaln Jalngkal 
Menengalh Nalsionall (RPJMN) daln Balwalslu mewujudkalnnyal dengaln 
membentuk sebualh waldalh Pusalt Palrtisipalsi Malsyalralkalt.  

Wujud Pusalt Palrtisipalsi Malsyalralkalt tersebut aldallalh Pengalwalsaln 
Berbalsis Teknologi Informalsi (Gowalslu), Gowalslu aldallalh portall bersalmal yalng 
dalpalt menghubungkaln jaljalraln pengalwals (yalng mempunyali kewenalngaln 
pengalwalsaln daln menerimal informalsi alwall dugalaln pelalnggalraln) dengaln 
metode yalng dalpalt dengaln mudalh daln cepalt dijalngkalu oleh pemalntalu daln 
malsyalralkalt pemilih. Dengaln balsis teknologi, pengalwals memberikaln falsilitals 
yalng memudalhkaln pelalpor untuk menyalmpalikaln setialp informalsi alwall dugalaln 
pelalnggalraln Pemilu yalng terjaldi dengaln memudalhkaln komunikalsi palral 

 
31 Ibid, hlm. 7.  
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pengalwals kepaldal malsyalralkalt untuk menindalklalnjuti informalsi alwall dengaln 
menjemput daltal pelalnggalraln yalng disalmpalikaln.32 Sallalh saltu straltegi yalng 
ditemukaln aldallalh sosiallisalsi daln edukalsi kepaldal malsyalralkalt tentalng 
pentingnyal pemilihaln yalng aldil, jujur, daln demokraltis. Balwalslu menggunalkaln 
berbalgali medial, seperti medial malssal, medial sosiall, daln pertemualn lalngsung 
dengaln malsyalralkalt, untuk menyalmpalikaln informalsi daln pesaln-pesaln penting 
terkalit pemilu. Selalin itu, Balwalslu jugal melalkukaln koordinalsi dengaln berbalgali 
pihalk, termalsuk pemalngku kepentingaln, lembalgal, daln instalnsi terkalit, untuk 
membalngun sinergi dallalm menjalgal integritals pemilu. Kolalboralsi ini bertujualn 
untuk meningkaltkaln efektivitals pengalwalsaln daln penindalkaln terhaldalp 
pelalnggalraln pemilu. Balwalslu jugal melalkukaln pemetalaln daln identifikalsi 
terhaldalp pelalnggalraln pemilu yalng terjaldi di wilalyalh kerjalnyal, sehinggal dalpalt 
mengalmbil lalngkalh-lalngkalh preventif yalng tepalt. 33 

IV. SIMPULAN 
Berdalsalrkaln halsil penelitialn yalng dilalkukaln dengaln menggunalkaln metode 

yuridis empiris dengaln spesifikalsi penelitialn yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini 
yalitu deskriptif alnallisis tentalng Implementalsi Pengalwalsaln Balwalslu dallalm 
Pelalksalnalaln Pemilu 2024 di Provinsi Balnten Berdalsalrkaln Peralturaln Balwalslu 
Nomor 7 Talhun 2022 Tentalng Penalngalnaln Temualn daln Lalporaln Pelalnggalraln 
Pemilihaln Umum dalpalt dialmbil kesimpulaln yalng semogal bermalnfalalt balgi 
orgalnisalsi terkalit daln pihalk lalin sebalgali pedomaln kegialtaln pengembalngaln ilmu 
pengetalhualn selalnjutnyal. Berikut kesimpulaln yalng dalpalt diuralikaln sebalgali 
berikut: 
1. Balwalslu Provinsi Balnten dallalm pelalksalnalaln penalngalnaln pelalnggalraln pemilu 

talhun 2024 sudalh sesuali dengaln Peralturaln Balwalslu Nomor 7 Talhun 2022 
tentalng Penalngalnaln Temualn daln Lalporaln Pelalnggalraln Pemilu, alkaln tetalpi 
Baldaln Pengalwals Pemilihaln Umum malsih mengallalmi halmbaltaln dimalnal setialp 
pelalnggalraln yalng terjaldi balnyalk yalng tidalk ditindalklalnjuti salmpali ketalhalp 
penegalkkaln hukum kalrenal tidalk terbukti sebalgali pelalnggalraln, daln dalri 
pelalku pelalnggalraln pemilihaln umum belum meralsalkaln efek jeral altals salnksi 
yalng diberikaln terhaldalp merekal, terlihalt dalri malsih ditemukalnnyal 
pelalnggalraln-pelalnggalraln paldal pelalksalnalaln pemilu 2024. Paldal reallital 
dilalpalngaln malsih balnyalk terjaldi pelalnggalraln-pelalnggalraln paldal salalt 
pemilihaln umum berlalngsung seperti pelalnggalraln aldministralsi malsih 
menduduki posisi teraltals palling terbalnyalk pelalnggalraln yalitu 8 pelalnggalraln 
mengenali pemalsalngaln ALlalt Peralgal Kalmpalnye, menggunalkaln falsilitals 
pemerintalh, menggunalkaln tempalt ibaldalh daln menggunalkaln kalntor 
pemerintalhaln dallalm berkalmpalnye, pelalnggalraln pidalnal 2 perkalral dallalm 

 
32 Ibid, hlm. 8. 
33 Ibid, hlm. 116. 
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pemilihaln umum seperti melalkukaln politik ualng bialsal disebut money politik, 
pelalnggalraln kode etik 5 perkalral, daln hukum lalinnyal 7 perkalral. 

2. Balwalslu Provinsi Balnten dallalm penalngalnaln pelalnggalraln pemilu talhun 2024 
memiliki kendallal yalitu terbaltalsnyal sumber dalyal malnusial. Jumlalh totall 
pengalwals pemilu di Provinsi Balnten berjumlalh 33.324 oralng pengalwals pemilu 
dengaln rincialn 1.877 oralng pengalwals TPS di Kotal Seralng, 3.995 oralng 
pengalwals TPS di Kalbupalten Lebalk, 5.175 oralng pengalwals TPS di Kotal 
Talngeralng, 3.824 oralng pengalwals TPS di Kotal Talngeralng Selaltaln, 3.759 oralng 
pengalwals TPS di Kalbupalten Palndeglalng, 4.425 oralng pengalwals TPS di 
Kalbupalten Seralng, 1.253 oralng pengalwals TPS di Kotal Cilegon, daln 9.016 oralng 
pengalwals di Kalbupalten Talngeralng. Balwalslu Provinsi Balnten dallalm proses 
menegalkkaln hukum pemilu telalh menemukaln 24 temualn daln menerimal 80 
lalporaln perkalral dugalaln pelalnggalraln yalng selalnjutnyal di register 90 perkalral 
daln 14 lalinnyal tidalk diregister. 

Jumlalh kealnggotalaln Balwalslu Provinsi daln Balwalslu Kalb/kotal 
sebalgalimalnal dialtur dallalm Palsall 92 Undalng-Undalng Nomor 7 Talhun 2017 
tentalng Pemilihaln Umum, Jumlalh alnggotal Balwalslu terdiri dalri: 

a. Balwalslu sebalnyalk 5 (limal) oralng; 
b. Balwalslu Provinsi sebalnyalk 5 (limal) altalu 7 (tujuh) oralng; 
c. Balwalslu Kalbupalten/Kotal sebalnyalk 3 (tigal) altalu 5 (limal) oralng; daln  
d. Palnwalslu kecalmaltaln sebalnyalk 3 (tigal) oralng. 

Jumlalh pengalwals yalng tidalk begitu cukup memengalruhi proses 
penalngalnaln pelalnggalraln pemilu. Keterbaltalsaln kualntitals pengalwals pemilu 
daln terbaltalsnyal walktu penalngalnaln pelalnggalraln pemilu yalng singkalt dengaln 
bebaln tekalnaln daln kuallitals sumber dalyal malnusial yalng terbaltals pulal menjaldi 
talntalngaln balgi Balwalslu Provinsi Balnten untuk dalpalt memberikaln putusaln 
sesuali dengaln kealdilaln berdalsalrkaln Ketuhalnaln Yalng Malhal Esal. 

Salraln 

Berdalsalrkaln halsil penelitialn yalng dilalkukaln tentalng Implementalsi 
Pengalwalsaln Balwalslu dallalm Pelalksalnalaln Pemilu 2024 Berdalsalrkaln Peralturaln 
Balwalslu Nomor 7 Talhun 2022 Tentalng Penalngalnaln Temualn daln Lalporaln 
Pelalnggalraln Pemilu, malkal beberalpal salraln yalng dalpalt diusulkaln aldallalh sebalgali 
berikut: 
1. Perlu aldalnyal halrmonisalsi peralturaln perundalng-undalngaln alntalral KPU 

dengaln Balwalslu, khususnyal yalng dialtur dallalm Peralturaln Balwalslu malupun 
Peralturaln KPU terkalit dengaln penyelenggalralaln pemilu, malupun proses 
penalngalnaln pelalnggalraln pemilu. 

2. Peningkaltaln peraln kelembalgalaln Balwalslu sebalgali penyelenggalral Pemilu yalng 
diberikaln kewenalngaln untuk melalkukaln pengalwalsaln terhaldalp pelalksalnalaln 
Pemilihaln Umum, khususnyal yalng terkalit dengaln penyelesalialn terhaldalp 
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dugalaln temualn/lalporaln pelalnggalraln Pemilu. 
3. Balwalslu Pusalt melalkukaln perubalhaln Undalng-Undalng yalng mengaltur jumlalh 

pengalwals untuk tingkalt Pusalt, Provinsi, daln Kalbupalten/Kotal, algalr 
bertalmbalhnyal SDM yalng bertugals sebalgali pengalwals pelalnggalraln pemilu 
sehinggal terciptalnyal peningkaltaln pengalwalsaln terhaldalp pelalnggalraln-
pelalnggalraln yalng terjaldi salalt pemilu. 
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